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ABSTRAK 

 
 Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara 
Bersama-Sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)“ ini adalah hasil penelitian 
library resreach untuk menjawab pertanyaan  tentang bagaimana pertimbangan 
hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-
sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw dan bagaimana tinjauan 
hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-
sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw.  

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
dengan metode kualitatif.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif. Data yang digunakan berasal dari Direktori Mahkamah Agung Putusan 
Pengadilan Negeri Bondowoso nomor: 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw sebagai data 
primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli 
hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penadahan 
yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif 
untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri 
Bondowoso dalam memutus sanksi bagi kedua pelaku  penadahan hasil hutan berupa 
kayu sesuai dengan ketentuan hukuman takzir menurut hukum pidana Islam, dimana 
ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam 
perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara masing-masing terdakwa 
selama 1 (satu)  tahun  dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan  meyakinkan melanggar ketentuan 
pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Namun dalam penelitian ini, penulis juga menganalisa pertimbangan hakim yang 
memberikan sanksi denda bagi masing-masing terdakwa dibawah minimal ketentuan 
undang-undang.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim 
sebagai wakil tuhan di bumi agar lebih kritis dan bijak dalam mengambil  keputusan 
serta lebih mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian 
mengingat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana kedua terdakwa tersebut 
sangat besar, maka dari itu sanksi yang diberikan harus juga menimbulkan efek jera 
bagi pelaku.  
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara kesatuan yang luas wilayahnya 

terbentang dari sabang sampai merauke. Tuhan Yang Maha Esa memberi 

karunia yang besar kepada bangsa Indonesia yaitu berupa pegunungan 

yang sejuk karena ditumbuhi pepohonan, sungai yang bersih mengalir dari 

pegunungan ke kota, pantai yang indah dan luas, binatang-binatang di 

hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, ikan di sungai dan di laut, 

pertambangan-pertambangan minyak, emas, perak, tembaga, batu bara dan 

lain-lain. Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore 

hari, semua karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. 

Karunia tersebut agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus 

dilestarikan, harus dipertahankan atau ditingkatkan.1 

 Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara 

tropis dengan wilayah hutan yang sangat luas. Hutan merupakan sumber 

daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi 

lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.2Hutan 

sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan 

                                                             
1Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1997), 7. 
2Siswanto Sunarso,Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, 

(Jakarta:Rineka Cipta), 6. 
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kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara 

dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, 

dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Oleh karena itu pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus 

dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan 

fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan 

bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. 

 Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan 

dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan 

yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat 

berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan 

hutan oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

kebijakan pemanfaatan, misalnya dalam hal ini tidak sedikit orang yang 

menyalahgunakan hasil hutan dengan banyak tindakan yang merugikan 

tanpa melihat prosedur untuk mengambil, membeli ataupun mengelola 

hasil hutan. Padahal dengan adanya pemanfaatan hasil hutan perlu adanya 

izin dari pejabat yang berwenang. 

 Namun fenomena yang terjadi banyak kasus eksploitasi hutan 

secara ilegal demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan 
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dampak yang ditimbulkan.3Seperti aktifitas penebangan kayu, pencurian 

kayu dan pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak 

sah atau tanpa ijin yang sah dari pemerintah atau Illegal Logging. 

Perbuatan pembalakan, pencurian, dan pemanfaatan tak terkecuali 

penadahan hasil hutan. 

 Dewasa ini juga banyak kasus penadahan hasil hutan, dimana 

oknum pelaku tidak langsung melakukan penebangan kayu di hutan, 

melainkan dia membeli hasil tebangan yang tidak sah tersebut kemudian 

menyimpannya. Hal ini juga termasuk perbuatan pidana yang diancam 

hukuman.Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang karena 

sama dengan sengaja menampung barang hasil curian atau tidak sah, 

dimana penadah mengetahui bahwa barang tersebut ilegal. Telepas  

kedepannya penadah ingin memanfaatkan atau sekedar menadah saja, 

tetap saja hal tersebut dilarang oleh hukum.  

 Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan 

dalam pasal 87 (1) huruf c   

 Dalam hal ini. Penadah dapat dijerat dengan pasal tersebut, 

perumpamaannya penadah sebagai pelaku tindak pidana lanjutan dari 

pelaku tindak pidana sebelumnya yaitu penebang liar juga harus dikenai 

sanksi yang sesuai dengan peraturan, baik sanksi pokok maupun 

tambahan.  

                                                             
3 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta Timur : PT.Sinar 

Grafika,2010), 125-126. 
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 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 

10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan 

pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-

hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman 

putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang 

berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak 

pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang 

itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga 

Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku 

tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.4 

 Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah lama 

diterima dan diterapkan dalam sistem hukum diberbagai negara dan 

bangsa didunia. Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh 

penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Pidana 

denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana 

(dalam bentuk kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian 

karena merasa materi dirugikan dengan menyita harta benda untuk 

menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). 

Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada 

terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.5 

                                                             
4 Andi Hamzah.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia.(Jakarta:Pradnya Paramita,1993), 27. 
5 Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), 11. 
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 Dalam Hukum pidana Islam, denda atau diyat merupakan salah 

satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah ta’dib, 

artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal 

Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. takzir adalah larangan, 

pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman 

yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan 

terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, 

baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. 

 Efektivitas pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan karena 

pidana denda belumlah mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Fungsi 

dan peran pidana denda belum optimal karena para penegak hukum masih 

cenderung untuk memilih pidana penjara ataupun kurungan daripada 

pidana denda. Kondisi ini dikarenakan juga peraturan perundang-

undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya 

penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara 

atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga 

menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang 

memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Pidana denda yang 

ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan 

fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif ataupun pidana tunggal 

belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka 

tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana 

penjara jangka pendek dantindak pidana yang bermotifkan atau terkait 
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dengan harta benda atau kekayaan.6 Meskipun pidana denda bukan 

merupakan pidana pokok, namun eksistensinya harus benar-benar 

diterapkan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Jika undang-undang telah memberi batas minimum dan 

maksimum mengenai jumlah denda, maka seharusnya diberlakukan sesuai 

ketentuan undang-undang demi menjaga asas legalitas. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat tentang kasus tindak pidana penadahan hasil hutan dengan 

judul skripsi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-sama 

dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/P.N Bdw). 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

menunjukkan beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, 

adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana 

berikut : 

a. Deskripsi kasus tindak pidana penadahan hasil hutan dalam 

putusan nomor  :222/Pid.sus/2015/Pn. Bdw. 

b. Kualifikasi unsur  tindak pidana penadahan hasil hutan. 

                                                             
6Ibid, 11. 
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c. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan 

berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 

d. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 

perkara  nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw terhadap tindak pidana 

penadahan hasil hutan. 

e. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak 

pidana penadahan hasil hutan dalam putusan nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

f. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana 

penadahan hasil hutan. 

2. Batasan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi 

penulisan karya ilmiah dengan batasan : 

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana 

penadahan hasil hutan dalam putusan nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana 

penadahan hasil hutan dalam putusan nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 
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C. Rumusan Masalah  

 Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah 

untuk diteliti lebih lanjut, yaitu : 

1. Bagaimana putusan hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana 

penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan 

hukum hakim sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara 

bersama-sama dalam putusan nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 

telah ada.  Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang 

membahas tema ini, yaitu : 

1. Skripsi karya Arassy Wardani yang berjudul “Tindak Pidana 

Penadahan dengan Sistem Gadai ditinjau dari Fiqh Jinayah: Studi 

Putusan No. 293/PID.B/2013/PN.MKT”. Dimana inti pembahasannya 

yaitu meneliti tentang pertimbangan majelis hakim yang  memberikan 
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hukuman takzir kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya 

yaitu menadah dengan sistem gadai. 7 

2. Skripsi kedua yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perkara 

Penadahan Mobil (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta) yang 

ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta 2009. Dari studi kasus yang dilakukan oleh 

Eka ini, Majelis hakim menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 

39/Pid.B/2007/PN.Ska telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP 

yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 1 

(satu) bulan, yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum. Walaupun putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari 

tuntutan jaksa penuntut umum.8 

3. Skripsi ketiga karya Agung wijaya dengan judul “Tindak Pidana 

Penadahan Pupuk dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi 

Putusan Nomor 897/Pid,B/2016/Pn.Plg”. Dimana inti pembahasan 

skripsi ini yaitu dalam memberikan hukuman majelis hakim 

mengedepankan pemenuhan unsur, dimana unsur pencurian tidak 

terpenuhi jadi terdakwa dihukumi takzir.9 

 Berdasarkan beberapa urain judul di atas, penulis ingin 

menunjukkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian 

                                                             
7Arassy Wardani, Tindak Pidana Penadahan dengan Sistem Gadai ditinjau dari Fiqh Jinayah: 
Studi Putusan No. 293/PID.B/2013/PN.MKT”. (Skripsi UIN-Sby, 2014), 87. 
8 Eka Sulistya Nugraha, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil: Studi 

Kasus Pengadilan Negeri Surakarta (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), 75. 
9Agung Wijaya , “Tindak Pidana Penadahan Pupuk dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi 

Putusan Nomor 897/Pid,B/2016/Pn.Plg”. (Skripsi UIN-Palembang,2017), 89. 
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terdahulu. Dimana dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan 

terhadap analisis hukum pidana islam terhadap pemberian sanksi bagi 

pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh dua terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw.  

 Dalam penelitian ini, penulis juga mengkaji tentang asas legalitas 

yang terdapat dalam hukum positif mengenai ketentuan minimum 

pengenaan sanksi denda yang diberikan hakim terhadap masing-

masing terdakwa dibawah minimum dari ketentuan pasal 87 c undang-

undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 

pengerusakan hutan.  

E. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi yang 

diberikan kepada pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan dalam 

putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi 

terhadap tindak pidana penadahan hasil hutan dalam putusan Nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-

kurangnya dalam dua aspek yaitu: 

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan 

berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah 

keilmuan, serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang 

tindak pidana penadahan hasil hutan. 

2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan masyarakat khususnya para 

pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan 

dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar 

tidak melakukan tindak pidana penadahan hasil hutan, serta dapat 

dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam 

menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan.  

G. Definisi Operasional  

 Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya 

dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 

syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir 

yang bersumber dari dalil (nas), baik dari Alquran maupun Hadis 
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ataupun sumber-sumber yang lain.10 Suatu perbuatan dinamai 

jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi 

orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal 

lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi 

keberadaanya.11Mengenai hukuman yang ditentukan dalam Alquran 

dan Hadis disebut hudud, kisas, diyat sedangkan yang tidak ada 

nashnya, yaitu: disebut hukuman takzir. Dalam skripsi ini yang akan 

ditelaah yakni had perzinaan karena pencabulan digolongkan dalam 

perzinaan menurut hukum Islam. 

2. Penadahan hasil hutan yaitu perbuatan dengan sengaja menerima, 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau 

memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang 

dipumgut atau diambil secara tidak sah. Dalam penelitian ini tindak 

pidana menadah hasil hutan yaitu terdakwa II menyimpan atau 

memiliki hasil hutan berupa kayu sedangkan terdakwa I menerima 

titipan hasil hutan berupa kayu jati yang diambil dari kawasan hutan 

Perhutani Bondowoso secara tidak sah dari terdakwa II. 

 

 

 

 

                                                             
10 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), 9. 
11 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 17. 
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H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan sanksi 

bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

 

2. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 

ini digunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Sumber primer : Sumber primer dari penelitian ini adalah putusan 

Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

b. Sumber sekunder : Sumber sekunder adalah sumber yang didapat 

dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap 

kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain : 

1) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. 

2) Djazuli, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana 

Islam), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. 

3) Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013. 

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005. 

5) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. 

Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. 
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6) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992. 

7) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 

2012. 

3. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (library 

research), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:  

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara 

membaca dan menelaah dokumen,dalam hal ini dokumen putusan 

Pengadilan Negeri BondowosoNomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau 

buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan 

pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh 

pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum 

pidana Islam. 

4. Teknik analisis data 

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis Verivikatif, 

yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya 

dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan pengadilan negeri  Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw 

kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam. 
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I. Sistematika Pembahasan 

 Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan 

Hasil Hutan Secara Bersama-sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 

222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw)” diperlukan adanya suatu sistematika 

pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsiini adalah sebagai 

berikut: 

 Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum 

yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, 

Identifikasi danBatasan  Masalah,  Rumusan  Masalah,  Kajian  Pustaka,  

Tujuan  Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut 

diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok 

mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, 

batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini 

dapat dipahami. 

 Bab kedua menguraikan tinjauan umum atau landasan teori 

mengenai konsep takzir dalam hukum pidana Islam yang memuat 

pengertian takzir, unsur-unsur takzir, hukuman takzir, serta landasan 

hukum mengenai tindak pidana penadahan hasil hutan yang memuat 

pengertian penadahan dan sanksi penadahan.  

 Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri 

Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. Bab ini akan memaparkan 
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deskripsi kasus tindak pidana penadahan hasil hutan dan pertimbangan 

hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. 

Bab keempat menganalisis mengenai tindak pidana penadahan 

hasil hutan menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum 

yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana 

bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan dalam putusan 

Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. 

 Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk 

memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan 

bagaimana isi pokok  bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran 

untuk Pengadilan Negeri Bondowoso dan lembaga penegak hukum terkait 

mengenai isi dari penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

SANKSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN LANDASAN 

HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN 

 

A. Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam 

  Hukuman/Sanksi dalam bahasa Arab disebut Uqubah yang artinya 

mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan 

oleh Abdul Qadir Awdah hukuman/sanksi adalah pembalasan yang 

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran 

atas ketentuan-ketentuan syarak. 

  Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan 

menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal 

mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk 

memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman 

ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan 

dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan 

kepadanya apabila manusia di bumi. 

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :1 

1. Jarimah kisas 

Jarimah kisas adalah jarimah yang berkaitan dengan pembunuhan 

dan melukai anggota badan. Hukuman dalam jarimah kisas berupa 

                                                             
1Muhammad Abu Zahrah, Al-jarimah wa Al-‘Uqubah fi Fiqh Al-Islami, (Kairo : Dar Al-Fikr Al-

Arabi,1998), 89. 
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pembalasan yang setimpal (seperti nyawa dibalas dengan nyawa, mata 

dibalas dengan mata) dan diyat (kompensasi uang/nilai). 

Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa qisas itu diwajibkan untuk 

menjamin kelangsungan hidup seseorang sebagaimana dalam QS. Al-

Baqarah ayat 178-179, yaitu : 

نََ ي ِ لَّذ اٱ هَ يُّ
َ

َٰٓأ َ ََي مُ يۡكُ لَ َعَ بَِ ت َْكُ وا نُ مَ صَُءَا ا صَ قِ لۡ ََٱ رَُّفِِ ىٱۖلُۡۡ لَ تۡ قَ لۡ ََِٱ َِب ر  دَُوَََٱلُۡۡ بۡ لۡعَ ََِٱ دَِب بۡ لۡعَ َٱ
ثَىَوََ ن

ُ
ََِٱلۡۡ ىَب ثَى ن

ُ
لَََُٱلۡۡ َ فَِِ َعُ نۡ َفَََۥفَمَ ٞ ء َشََۡ ِ ه ي خِ

َ
َأ نۡ عُ َمِ ا بَِ ََِٱت  وفَِب رُ لمَۡعۡ ََٱ هِ إلََِۡ َ دَاءٌٓ

َ
وَأ

َِ ىل ذَ َ ٖۗ ن  إِحِۡسَى ََكََب نِ فَمَ َٞۗ ٞ ة رحََۡۡ َوَ مۡ كُِ ب  َرذ ن ِ م  َ يفٞ فِ ىىَتََۡ دَ تَ هََُٱعۡ لَ َفَ ىلكَِ ذَ َ دَ عۡ ََۥبَ بٌ ذَا عَ
َ مٞ لَِ

َ
١أ م٧٨ََۡ لَكُ ََوَ صَِفِِ ا صَ قِ لۡ ََٱ لِِ وْ

ُ
َٰٓأ َ َٞي ة يَوى ىبَِحَ لۡبَ

َ
ََٱلۡۡ نَ قُو تذ َتَ مۡ لذكُ ١لَعَ ٧٩ََ

 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 

dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 

cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada 

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang 

berakal, supaya kamu bertakwa. 

2. Jarimah hudud 

Kata hudud adalah jamak dari kata al-had yang dalam bahasa 

artinya adalah larangan. Sedangkan secara istilah hudud adalah 

hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang 

berbuat maksiat atau dosa agar tidak terjadi lagi hal yang serupa.2 

                                                             
2 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 822. 
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Jarimah hudud adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus 

dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk 

dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang. Hudud 

 dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan 

dalam Alquran  dan Hadis.3 

Sanksi dalam jarimah hudud ditetapkan sebagai hak Allah atau 

biasa disebut had. Oleh sebab itu, apabila tindak pidana terbukti, maka 

hakim tidak dapat mengurangi maupun menambah hukuman yang 

sudah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis. 

Jarimah hudud terdiri atas: 

1) Jarimah Zina  

2) Jarimah Qadf (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik 

berbuat zina) 

3) Jarimah Khamr (tindak pidana mabuk-mabukan) 

4) Jarimah Sariqah (tindak pidana pencurian) 

5) Jarimah Hirabah (tindak pidana perampokan) 

6) Jarimah Baghyu (tindak pidana pemberontakan) 

3. Sanksi jarimah takzir 

a. Pengertian jarimah takzir 

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau jarimah diartikan 

sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang 

diancam oleh Allah Swt dengan hukuman hudud atau takzir. 

                                                             
3 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 22. 
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Seperti penjelasan  Imam al-Mawardi tentang pengetian jarimah 

berikut ini: 

4 زٍ يٍ رٍ  ت ٍ عٍ  اٍ وٍ  ٍ دٍ  هٍ اٍب  اللهٍٍت  عٍ ال ٍٍع ن ٍ  رٍ  رٍ عٍ يٍ ةٍ ٍز جٍ  ٍشٍ   الٍ راٍ ئٍ مهٍٍم ٍ ظهٍوٍ رٍ اتٍ 

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukum had 

atau takzir. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jarimah menurut bahasa adalah melakukan 

perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak 

baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan 

keadilan, serta kebenaran agama. 

Kata takzir merupakan bentuk masdar dari kata azara yang 

artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan 

dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada 

ketentuannya dalam had, kifarat maupun kisas.5 Menurut Syarbini 

al-Khatib, bahwa ayat Alquran yang dijadikan landasan adanya 

jarimah takzir adalah  QS. al Fath ayat 8-9 :6 

َٓ ذا نِ ََإ ا رٗ ذَِي ن َوَ ا ٗ ِ بَشّ  َوَمُ دٗا هِ َشَى ىكَ لنَۡ رسَۡ
َ

٨ََْأ نُوا ؤُۡمِ ِ ََِلّ  َِٱب ََِللّذ لِ رَسُو ََۦوَ وهُ رُ ِ ز  تُعَ وَ
َ يلًا صِ

َ
َوَأ رَةٗ َبكُۡ حُِوهُ ب  سَُ ت وَ َُۚ وهُ رُِ ٩ََوَتوَُق 

Artinya : Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya kamu 

sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 

(agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di 

waktu pagi dan petang.7 

                                                             
4Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta:Sinar 

Grafika,2000), 9. 
5Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 

139. 
6Drs. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 182-185 
7Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1985), 838.  
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Para fuqaha mengartikan jarimah takzir dengan hukuman 

yang tidak ditentukan oleh Alquran dan Hadis yang berkaitan 

dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia 

serta mempunyai tujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku 

jarimah dan mencegahnya untuk tidak mengulangi melakukan 

jarimah lagi. Berikut ini pendapat para fuqaha mengenai jarimah 

takzir : 8 

a. Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah.  

وٍده9ٍ اٍال هٍدهٍ هٍ  رٍ عٍ ٍفٍ ي ٍ  ٍل ٍ ٍتهٍشٍ  ٍعٍ لٍ ىٍدهٍنهٍوٍبٍ  دٍ يبٍ  ٍتٍ   ؤٍ الٍ ت ٍ عٍ زٍ ي  رهٍ

Artinya: Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa 

(tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh 

syarak 

Takzir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang 

tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai 

dengan keadaan dosa dan pelakunya. 10 

b. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah al-

rishwah fī al-sharah al-Islāmiyyah.  

Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan 

sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan 

kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.  

                                                             
8Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 138. 
9Ibid, 138. 
10M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
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c. Abdul Aziz Amir dalam al-tazir fī al-sharih al-Islamiyyah.  

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. 

Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena 

melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi 

had dan kafarat.  

d. Abdul Qadir Audah dalam al-Tashri al-Jinai al-Islami 

Muqa>ranan bi al-Qanin al-wad 

Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan 

merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan 

beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan 

dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.  

e. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuh.  

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara 

syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam 

menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan 

sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan 

kejahatannya. 

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan 

ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan 

untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan 

dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan 

kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang 
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berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam 

peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada 

keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun 

jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. 

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang 

mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan 

ketentraman masyarakat.11 

Pada jarimah takzir Alquran dan Hadis tidak menerapkan 

secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun 

hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku 

jarimah takzir adalah at-takzir yadurru ma’a mashlahah artinya, 

hukum takzir didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan 

dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam 

masyarakat.12 

b. Klasifikasi jarimah takzir 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa jarimah takzir 

ini adalah jarimah yang ketentuannya tidak diatur dalam Alquran 

dan Hadis, melainkan diatur oleh pemerintah atau hakim. Jarimah 

takzir ini memiliki suatu ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan 

                                                             
11Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14. 

12Makhrus munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta : 

Cakrawala,2006). 14. 
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jarimah lainnya. Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah takzir 

adalah sebagai berikut :13 

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada 

jarimah hudud dan kisas diyat. Artinya, setiap jarimah takzir 

tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya 

tidak ada, samar, atau diperdebatkan. 

2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya 

disesalkan. 

3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim. 

4. Jenis sanksinya bervariasi. 

Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah takzir dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu : 14 

1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah Swt 

Yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan 

dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di 

muka bumi, pembakaran hutan, pencurian hasil hutan, 

penadahan hasil hutan, penimbunan bahan-bahan pokok, 

penyelundupan dan lain-lain. 

2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu 

                                                             
13Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan 
Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2013), 313. 
14Wabah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), 197. 
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Yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada 

orang tertentu. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, 

penipuan, pemukulan, dan lain-lain. 

Berdasarkan ketetapannya, Jarimah takzir dibagi menjadi dua 

macam, yaitu :15 

1. Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang 

merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan. 

2. Jarimah takzir yang ditentukan syarak, yaitu yang telah 

dianggap jarimah semenjak diturunkannya syariat Islam 

hingga akhir zaman.  

Kedua jenis jarimah tersebut memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah jarimah takzir penguasa maupun 

takzir syarak sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. 

Perbedaannya jarimah takzir penguasa bersifat temporer dan 

insidential, sedangkan jarimah takzir syarak bersifat abadi. 

Disamping itu, takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim 

kepada pelaku dapat bermacam-macam sanksinya tergantung 

pertimbangan hakim. Oleh karena itu, jarimah takzir ini dikenal 

istilah hukuman terendah dan tertinggi. Macam-macam hukuman 

takzir sangat bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut :16 

                                                             
15Ibid, 594. 
16Ibid, 595. 
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1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman takzir 

bagi pelaku jarimah, misalnya koruptor dihukum gantung. 

2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai 

takzir. Menurut hukum pidana islam, hukuman penjara bukan 

hukuman utama, melainkan hukuman pilihan bagi perbuatan 

yang tidak diancam dengan hudud atau kisas. Biasanya 

perbuatan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ringan, 

walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada 

perbuatan yang dinilai berat. Hal ini karena hukuman 

diserahkan kepada kekuasaan hakim dengan menimbang 

kemaslahatan. 

3. Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya. 

4. Hukuman pengasingan. 

5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan 

kejahatannya di media. 

6. Hukuman denda berupa harta. 

7. Hukuman kafarat, karena pelaku berbuat maksiat. misalnya 

berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir 

miskin, dan lain-lain 

Prinsip penjatuhan takzir menjadi wewenang penuh ulil amri 

baik bentuk maupun jenisnya. Tujuannya untuk menghilangkan 

sifat-sifat menganggu ketertiban atau kepentigan umum yang 
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ujungnya bermuara pada kemaslahatan umum, seperti bunyi 

kaidah berikut ini : 

ٍال م ص ل ح ةٍ م عٍ رهٍٍي دهوٍ ٍا لت  ع ز ي  رهٍ  

Artinya : Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan 

kemaslahatan. 

Dibalik berbagai macam sanksi takzir tersebut terdapat suatu 

tujuan. Sebenarnya sanksi takzir tidak bertujuan untuk hanya 

semata-mata menghukum pelaku jarimah, namun ada tujuan lain. 

Tujuan pemberlakuan sanksi takzir diantaranya adalah : 

1. Preventif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk mencegah orang 

lain agar tidak melakukan jarimah. 

2. Represif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan 

dampak positif  bagi pelaku sehingga pelaku  jera sehingga 

tidak mengulangi melakukan jarimah tersebut. 

3. Kuratif,  yakni sanksi takzir bertujuan untuk membawa 

perbaikan sikap bagi pelaku agar pelaku menjadi pribadi yang 

lebih baik. 

4. Edukatif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan 

pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat 

meperbaiki pola hidup pelaku. 
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c. Hukuman takzir 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ukuran sanksi 

jarimah takzir tidak diatur secara tegas dalam Alquran maupun 

Hadis, melainkan kewenangan dari penguasa, dalam hal ini 

pemerintah atau hakim. Dan seperti yang kita ketahui bahwa 

macam-macam sanksi jarimah takzir sangat beragam, yaitu :17 

1. Sanksi yang berkaitan dengan badan 

Dalam kategori sanksi ini, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi 

mati dan sanksi cambuk.  

a. Hukuman mati 

Menurut para fuqaha, hukuman mati dapat 

diterapkan pada pelaku jarimah takzir sebagai hukuman 

tertinggi, meskipun dalam pelaksanaanya ada 

persyaratan yang ketat, yaitu : 

1) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-

hukuman sebelumnya tidak berdampak dan 

membuat jera. 

2) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak 

kemaslahatan masyarakat serta pencegahan 

kerusakan yang menyebar di muka bumi.  

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hukuman mati sebagai sanksi takzir diberikan kepada 

pelaku jarimah yang berbahaya, yang berkaitan dengan 

jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila 

                                                             
17M. Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Amzah,2016), 95. 
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sanski sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku 

tersebut. 

b. Hukuman cambuk 

Hukuman cambuk merupakan hukuman had, namun 

bisa dilaksanakan dalam hukuman takzir karena cambuk 

dikatakan efektif karena : 

1) Dapat memberikan efek jera dan memiliki daya 

represif karena dapat dirasakan langsung secara 

fisik. 

2) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifak kaku, 

melainkan fleksibel karena masing-masing jarimah 

berbeda jumlah cambukannya. 

3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan 

tidak membutuhkan anggaran yang besar, 

4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak 

sampai menelantarkan keluarga terhukum. Jadi 

sesudah dicambuk pelaku dapat bekerja kembali dan 

menghidupi keluarganya.  

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal 

dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat 

mengenai hal tersebut, namun menurut ulama Maliki, 

sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung 

maslahat. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek 
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jera dan pelajaran bagi pelaku bukan menimbulkan cacat 

fisik.  

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

a. Hukuman penjara 

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman 

penjara, yaitu al-habsu dan  al-sijnu yang berarti 

pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa 

menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. 

Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu 

hukuman penjara yang terbatas dan tidak terbatas. 

Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk pelaku 

jarimah penghinaan, penjualan khamr, kesaksian palsu, 

dan lain-lain. Sedangkan hukuman penjara tidak 

terbatas, menurut Imam Abu Hanifah diterapkan kepada 

pelaku jarimah homoseksual,  mempraktikkan sihir, 

serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak 

terbatas ini tidak dibatasi waktunya, melainkan sampai 

pelaku tobat atau meninggal dunia. 

b. Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had 

yang diterapkan kepada pelaku perampokan, namun 

hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman takzir. 

Hukuman pengasingan ini diterapkan kepada pelaku 
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jarimah yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh 

buruk kepada masyarakat. Contohnya Nabi pernah 

mengasingkan orang yang berperilaku waria ke luar dari 

madinah, demikian pula Khalifah Umar bin Khatab 

pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel baitul 

mal setelah dikenakan hukuman cambuk. Masa 

pengasingan ditentukan oleh hakim, namun menurut 

Imam Abu Hanifah lama pengasingan takzir ini bisa 

lebih dari satu tahun.  

3. Sanksi yang berkaitan dengan harta  

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya 

hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Imam Abu 

Hanifah dan Muhammad bin Hasan tidak membolehkan, 

akan tetapi Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad bin 

Hambal, dan Imam Abu Yusuf membolehkan. 

a. Menghancurkannya (al-itla>f) 

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang 

bersifat mungkar, contohnya penghancuran barang yang 

digunakan untuk berbuat maksiat.  

b. Mengubahnya (al-taghyi>r) 

Contoh hukumannya yaitu dengan mengubah harta 

pelaku dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.  

c. Memilikinya ( al-tamli>k) 
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Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut dengan 

hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan 

harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan 

hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya denda 

kepada orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya 

atau mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. 

Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan 

hukuman pokok lainnya. 18 syariat islam tidak 

menetapkan batas terendah dan tertinggi dari sanksi 

denda. Namun, Ibnu al-qayyim mengelompokkan 

hukuman ini menjadi dua macam, yaitu : 19 

1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya, yaitu 

denda yang  mengharuskan lenyapnya harta 

karena berhubungan dengan hak Allah. 

Contohnya: 

i. Pelanggaran sewaktu ihram dengan 

membunuh hewan buruan, maka didenda 

dengan mengorbankan hewan kurban. 

ii. Hukuman bagi istri yang nusyuz kepada 

suaminya yaitu gugur nafkah baginya dan 

tidak mendapat pakaian dari suaminya. 

                                                             
18Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : sinar grafika, 2005), 266. 
19Mawardi noor, Garis-Garis Besar Syariat Islam,( jakarta : khairul bayan,2002), 36. 
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2) Denda yang tidak dipastikan kepastiannya, yaitu 

denda yang tidak ditetapkan secara pasti, 

melainkan ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim 

sesuai berat ringannya jarimah atau pelanggaran. 

4. Hukuman takzir dalam bentuk lain 

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah 

disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi takzir 

lainnya, yaitu :20 

1) Peringatan keras 

2) Dihadirkan di hadapan sidang 

3) Nasihat 

4) Celaan 

5) Pengucilan 

6) Pemecatan, dan 

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti 

diberitakan di media cetak dan elektronik. 

B. Tindak Pidana Penadahan 

1. Pengertian tindak pidana penadahan  

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, 

membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan 

dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.21 

                                                             
20M. Nurul irfan, Hukum Pidana Islam, 110. 
21Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 123. 
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Penadahan merupakan tindak pidana (strafbaarfreit) yang 

menurut Muhammmad Ali, berasal dari kata tadah yang berarti 

menampung, menadah. Sedangkan penadah ialah orang yang 

menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi 

Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. 

Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau 

barang tersebut berasal dari tindak pidana.22  

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana 

penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni 

karena perbuatan menadah itu telang mendorong orang lain untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia 

lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil 

kejahatanya.23 

Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena 

dengan adanya penadahan memudahkan seseorang melakukan 

kejahatan, salah satunya adalah pencurian . dengan adanya 

seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri 

karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.  

                                                             
22Cornelius, Delik Money Loundring Perlu dibedakan dengan Penadahan, http://hukumonline.com, 

diakses pada 19 Mei  2018. 
23Laminating, Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), 362. 
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Sedangkan pengertian penadahan secara umum dapat 

digambarkan  menurut ketentuan pasal 480 KUHP adalah  :24 

a. Barangsiapa menjual, menawakan, menukar, menerima gadai, 

menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, 

menywakan, menukarkan, menggadaikan, mangangkut, 

menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang 

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari 

kejahatan. 

b. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, 

yang diketahui atau sepatutunya harus diduga, bahwa 

diperoleh dari kejahatan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis 

penadahan termasuk tindak pidana yang merugikan orang lain 

yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Penadah dapat 

juga dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal 

ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. 

Penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-

kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. 

Kejahatan penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan 

                                                             
24Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan oleh Moeljanto, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 141. 
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mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau 

diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. 

2. Unsur-unsur tindak pidana penadahan 

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh 

pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 

KUHP terdiri atas : 25 

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:  

1) Yang ia ketahui atau war van hij weet  

2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau warn hij 

redelijkerwijs moet vermoeden  

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:  

1) Membeli atau kopen  

2) Menyewa atau buren  

3) Menukar atau inruilen Menggadai atau in pand nemen  

4) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau als 

geschenk aannemen  

5) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau 

uit winstbejag  

                                                             
25ibid, 205. 
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6) Menjual atau verkopen  

7) Menyewakan atau verhuren  

8) Menggadaikan atau in pand given  

9) Mengangkut atau vernoeren  

10) Menyimpan atau bewaren  

Dalam studi kasus ini, tindak pidana penadahan yang 

dilakukan oleh terdakwa I dan II adalah tindak pidana penadahan 

hasil hutan yang berupa kayu. Maka dari itu, para terdakwa dijerat 

dengan Undang-undang khusus tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan nomor 13 tahun 2013 tepatnya 

pada pasal 12 huruf m, antara lain yang berbunyi : 

“menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah”. 

3. Sanksi tindak pidana penadahan 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan 

Hutan disebutkan dalam pasal 87 (1) huruf c  bahwa : 

“menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
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secara tidak sah merupakan suatu tindak pidana. Hukuman 

bagi pelaku tindak pidana ini juga sudah sebanding yakni 

pidana penjara pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 ( dua miliar lima ratus 

juta rupiah)”.26 

Dalam hal ini. Penadah dapat dijerat dengan pasal tersebut, 

karena penadah sebagai pelaku tindak pidana lanjutan dari pelaku 

tindak pidana sebelumnya yaitu penebang liar juga harus dikenai 

sanksi yang sesuai dengan peraturan, baik sanksi pokok maupun 

tambahan. 

Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau 

menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan 

pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku 

penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana 

penadahan terhadap hasil hutan ini termasuk dalam kategori 

jarimah takzir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak 

pidana ini. Para Ulama membagi jarimah takzir menjadi dua 

bagian yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah 

yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan 

kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang 

                                                             
26 Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan. 
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berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat 

kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya merusak 

lingkungan, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, 

dan tidak taat kepada ulil al-amri.27 

 Ketika tindak pidana takzir yang berkaitan dengan hak 

Allah terjadi, semua orang wajib , mencegahnya sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu 

Said Al-Khudlri:28 

ٍل ٍ  ٍف إ ن  ٍ ،ٍ ٍف ب ل س ان ه  ت ط ع  ٍي س  ٍل   ٍف إ ن  ،ٍ ٍب ي د ه  ٍف  ل ي هغ يِّ  هه ٍمهن ك راً ٍر أ ىٍم ن كهم  م ن 
يْ  انٍ  ٍا لإ  ٍأ ض ع فه ٍف ب ق ل ب ه ٍو ذ ل ك  ت ط ع   ي س 

Artinya : Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka 

rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka 

(tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-

lemahnya iman. 

 Dan berbicara mengenai takzir, seperti penjelasan penulis 

diatas hukuman bagi jarimah takzir diserahkan kepada pemerintah 

atau ulil amri yang dalam hal ini diwakilkan kepada Hakim. 

Ketentuan mengenai sanksi atas jarimah penadahan menjadi 

wewenang hakim seutuhnya.  

                                                             
27A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 162. 
28Ibid, 164. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 41 

BAB III 

DESKRIPSI KASUS PENADAHAN HASIL HUTAN DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO NOMOR : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw 

A. Deskripsi Kasus  

Kasus tindak pidana penadahan terhadap hasil hutan 

yangditangani oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 januari 2016 ini merupakan 

kasus pidana khusus dimana pelaku atau terdakwanya ada dua, yaitu : 

 Terdakwa I : 

Nama                          : Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm) 

 Tempat lahir               : Bondowoso 

 Umur/tanggal lahir     : 44 tahun/ 25 Agustus 1971 

 Jenis kelamin              : Laki-laki 

 Kebangsaan  : Indonesia 

 Tempattinggal : Desa Jatisari Rt7 Rw2, Kecamatan Wringin 

 Agama             : Islam 

 Pekerjaan             : wiraswasta /tani 

 Pendidikan             : SD 

 Terdakwa II : 

 Nama                     :  Soardi alias P. Ela bin Sudiman (Alm) 

 Tempat lahir               : Bondowoso 
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 Umur/tanggal lahir     : 40 tahun / 17 Agustus 1975 

 Jenis kelamin              : Laki-laki 

 Kebangsaan  : Indonesia 

 Alamat                 : Desa Banyuputih. Rt 9/04 Kecamatan Wringin 

 Agama   : Islam 

 Pekerjaan             : Dagang kayu 

 Pendidikan             : SD 

  Dalam putusan ini, kedua terdakwa telah dituntut oleh Jaksa

 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang dibacakan

 dipersidangan dengan Nomor : PDM-III-57/BONDO/10/2015 dengan isi 

 tuntutan : 

1. Menyatakan terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin  Minu  (Alm) dan 

terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudirman. (Alm) telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan 

sengaja membeli hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan 

yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan secara 

bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  

12 huruf m jo pasal  87 (1) huruf c UU  RI Nomor 18 tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin 

Minu (Alm) dan terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman. (Alm), 
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dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi 

selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para 

terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan 

kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa 69 glondong kayu jati berbagai 

ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk 

balok, slimar dan sirap,  dirampas untuk Negara, Perum Perhutani KPH 

Bondowoso. 

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing 

sebesar Rp.5.000,-( Lima ribu rupiah ) . 

Landasan Hukum guna menjerat Perbuatan terdakwa yaitu 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo 

pasal 87 (1) huruf c UU RI  Nomor 18  tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

dengan kronologi sebagai berikut : 

    Terdakwa I. Asmianto alias P. Len Bin Minu (Alm) dan 

terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman (Alm) secara bersama-

sama  atau  bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 26 

September  2014 sekitar jam  23.00 wib  atau  setidak-tidaknya  pada  

suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat desa 

Jatisari Rt 7 Rw 2 Kec. Wringin Kab Bondowoso atau setidak-tidaknya 

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum  
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Pengadilan  Negeri  Bondowoso, dengan sengaja menerima, membeli, 

menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil 

hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan 

tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari 

terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman (Alm) pada hari Rabu 

tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib bertempat dirumah  

saksi Aziz telah membeli kayu jati tebangan hasil hutan bentuk 

glodongan dari Aziz alias P. Wati bin Jamal dan P. Dila secara borongan 

yang pada saat itu  saksi Azis alias P. Ela bin Jamal mengatakan 

kepada terdakwa II.  Soardi alias P. Ela  bin Sudiman bahwa kayu jati 

tersebut resmi dari lokasi dan tebangan milik Perhutani dan kalau 

terjadi sesuatu saksi Aziz mau bertanggung jawab sehingga terdakwa 

II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman mau membelinya dan setelah terjadi 

transaksi disepakati harga sebesar Rp. 8.750.000,- dan timbah ongkos 

truk Rp.200.000, 

Bahwa selanjutnya kayu jati sebanyak lebih kurang 69 batang 

bentuk glodongan yang dibeli terdakwa II. Soardi alias P. Ela  bin  

Sudiman  secara borongan tersebut diangkut dengan menggunakan 1 

unit  truk  warna merah kerumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin 
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Minu untuk dititipkan dan selanjutnya kayu jati bentuk glondongan 

tersebut oleh terdakwa I. sebagian ada yang dijadikan bentuk olahan 

untuk diperjual belikan. 

Bahwa akan tetapi perbuatan terdakwa I. Asmianto alias Len  

bin Minu  dan terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman diketahui 

petugas Perhutani dan kepolisian selanjutnya pada hari Jumat tanggal  

26 September 2014 sekira jam 23.00 wib dilakukan penyitaan terhadap 

69 Glondong kayu Jati berbagai ukuran, 22 kayu jati berbentuk kusen 

/olahan, 18 kayu jati olahan bentuk balok, slemar untuk diproses 

lebihlanjut.  

Bahwa para terdakwa memiliki kayu hasil hutan tersebut tanpa 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 

Dan akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut, Perum Perhutani RPH 

Wringin. KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp. 

89.812.000,-(delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu 

rupiah). 

B. Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa 

Berikut ini adalah keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam persidangan : 

1. Saksi Teguh Priono, menerangkan bahwa benar saksi sebagai KRPH 

Wringin sejak tahun 2014.  Tugas dan tanggung jawab saksi adalah 

selaku pemangku atau semua pengelolaan dan pengaman dalam 
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wilayah hutan khususnya di wilayah kawasan Hutan Wringin bagian 

alas gunung Ringgit. Ia mengetahui pihak perhutani kehilangan kayu 

jati diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Septembher 2014 sekira jam 

21.00 wib ketika saksi melakukan patroli dikawasan Hutan petak 70 

blok alas Gunung Ringgit masuk dusun Tambelan desa Sumbermalang 

Kec Wringin Kab Bondowoso dan saksi kemudian mendapat laporan 

bahwa kayu jati sebanyak 16 pohon yang hilang tersebut berada di 

rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len di desa Jatisari kecamatan 

Wringin Kab Bondowoso, dan saat itu terdakwa II Asmianto tidak 

ada dirumah saksi ketahui telah melarikandiri. saksi datang kelokasi 

tempat penyimpanan kayu di rumah terdakwa I. Asmianto dan 

ditemukan 69 glondong kayu jati  ukuran kubikasi 3,943 m3 dan kayu 

yang diolahsebanyak 18 bentuk kosen dan 22 bentuk slemar. Bahwa 

benar kayu jati yang ditemukan di rumah terdakwa I. Asmianto 

tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat surat 

keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa atas kejadian tersebut perum 

perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.89.812.000,- 

2. Saksi Nurul Hidayat alias P. Ferdi bin Samsuri,  bahwa saksi karyawan 

perhutani RPH Wringin sebagai mandor tebang dan saksi mengtathui 

Perhutani telah kehilangan kayu jati di wilayah Petak 70 yaitu pada 

hari Kamis tanggal; 24 September 2014 sekira jam 04.30 wib setelah 

saksi ditelpon oleh KRPH Wringin yaitu saksi Teguh Priono. Bahwa 

saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu, 
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terdakwa II.  Soardi Alias P. Ela bin Sudiman dan saksi Aziz alias P. 

Wati bin Jamal. Bahwa benar kayu yangang diajukan dimuka 

persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati 

berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan 

berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan 

disita dari tempat penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. 

Asmianto alias P. Len adalah  benar  milik  perhutani  Bondowoso. 

3. Saksi Muhammad Muher alias P. Farel, menerangkan bahwa benar 

saksi kenal dengan terdakwa I. Asmianto karena masih mertua saksi. 

Bahwa benar pekerjaan mertua saksi adalah tukang meubel dan 

mengerjakan sendiri dirumah saksi dan bekerja meubel sejak 25 tahun 

lalu. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa I. Asmianto 

ketika pihak Perhutani mendatangi rumah terdakwa dan mengecek 

keberadaan kayu. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka 

persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati 

berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan 

berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan 

disita dari tempat penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. 

Asmianto alias P. Len. 

4. Saksi Yoyo menerangkan Bahwa benar saksi sebagai anggota polmob 

Perhutani Bondowoso mendapat Info dari KRPH Wringin saksi  

Teguh Priono bahwa Perhutani kehilangan kayu pada hari Rabu 

tanggal 24 September 2014 di kawasan hutan Petak 70 alas Gunung 
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Ringgit dusun Tembelang desa Sumbermalang Kec. Wringin Kab. 

Bondowoso. Selanjutnya saksi bersama teman polmob melakukan 

pengejaran menuju arah desa Jatisari dan mendapati bahwa kayu milik 

Perhutani sudah berada dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin 

Minu (Alm), Bahwa setelah itu saksi bersama sama rekan polmob 

lainnya menghubungi KRPH Wringin yaitu Saksi Teguh Priono dan 

Asper Besuki dan juga Polres Bondowoso yang kemudian setelah 

dilakukan pengecekan ke rumah terdakwa I, selanjutnya petugas 

mengamankan kayu jati tersebut. Bahwa benar kayu yang ditemukan 

bentuk glondongan dan pada salah satu ujung kayu glodongan 

tersebut terdapat ontrek namun bila tidak ontretnya atau leter pada 

salah satu ujungnya maka kayu tersebut bukan dari wilayah tebangan 

resmi.  

5. Saksi Erfan Efendi menerangkan bahwa benar saksi sebagai anggota 

polmob Perhutani Bondowoso. Bahwa benar saksi bersama anggota 

polmob lainnya sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat 

bahwa ada truk pengangkut kayu keluar dari kawasan hutan petak 70 

dan selanjutnya saksi bersama teman polmob melakukan pengejaran 

menuju arah desa Jatisari sesampainya di desa tersebut tidak berhasil 

menemuka  keberadaan truk namun mengetahui dan mendapati bahwa 

kayu milik perhutani sudah berada dirumah terdakwa I. Asmianto 

alias P. Len bin Minu (Alm), Bahwa setelah itu saksi bersama sama 

rekan polmob lainnya menghubungi KRPH Wringin yaitu Saksi 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

Teguh Priono dan Asper Besuki dan juga Polres Bondowoso yang 

kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perhutani bahwa 

benar kayu tersebut berasal dari kawasan petak 70 hutan alas gunung 

Ringgitr Blok Tembelang masuk wilayah Desa Sumbermalang 

Wringin Bondowoso, selanjutnya petugas mengamankan kayu jati 

tersebut. 

6. Saksi Tonari dan saksi Jokosuwarno menerangkan Bahwa benar pihak 

Perhutani kehilangan kayu jati diketahui pada hari Rabu tanggal 24  

September 2014 sekira jam 21.00 keberadaan ditemukan kayu jati 

yang hilang berada di rumah terdakwa Asmianto alias P. Len yang 

beralatkan di desa Jatisari Kec Wringin Kab Bondowoso dan ketika 

ditanyakan terkait surat-surat kayu tersebut terdakwa I. Asmianto 

alias P. Len tidak berada dirumahnya dan telah melarikan diri. Bahwa 

kayu yang ditemuka dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len berupa 

69 glondong kayu jati 69  glondong  kayu  jati  berbagai  ukuran,  22 

kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk balok, slimar 

dan sirap. Bahwa benar kemudian para saksi bersama KRPH Wringin 

melaporkan kejadian secera lisan kepada Kasat Reskrim Polres 

Bondowoso selanjutnya melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu jati 

tersebut dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len. Bahwa benar 

para saksi telah kerumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len untuk 

meminta surat surat terkait kepemilikan kayu jati tersebut terdakwa I. 

Asmianto tidak bereda dirumahnya dan melarikan dan para saksi 
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meminta kepada pihak keluarga namun tidak dapat menunjukkan 

surat surat kayu tersebut. 

7. Saksi Aziz alias P. Wati alias P .Jamal,  dibawah sumpah dipersidangan 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar P. Dilla 

sebagai kepala pekerja tebangan perhutani menjual kayu jati borongan 

sebanyak 1 truk kepada saksi Soardi alias P. Ela bin Sudiman. Bahwa 

saksi disuruh menerima uang penjualan kayu jati hasil tebangan 

tersebut pada tanggal 24 September 2014 sekira jam 14.00 wib 

dirumah saksi. Bahwa benar uang yang diterima saksi dari saksi 

Soardi  alias  P.  Ela sebesar  Rp.8.750.000,-untuk kepada  P.  Dilla  

(DPO)  dan  dari  uang tersebut terdakwa mengambil uang sebesar 

Rp.1.500.000,- karena P. Dilla sedangkan sianya Rp.7.250.000,- saksi 

serahkan kepada P. Dilla. Bahwa benar maksud tujuan melakukan 

perbuatan tersebut supaya keuangan saksi segera dikembalikan 

mengingat sebelumnya seringkali P. Dila selaku ketua pekerja 

tebangan lahan meminjam kepada terdakwa yang menurut P. Dila 

untuk membayar pekerja tebangan karena dari pihak Perhutani belum 

dibayar. Bahwa benar kayu kayu jati dijual P. Dila tersebut tidak 

dilengkapi bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan. 

Sedangkan kedua terdakwa juga turut memberikan keterangannya, yaitu :  

1. Terdakwa I : Asmianto alias P. Ela bin Minu (Alm) menerangkan 

Bahwa dirinya menerima titipan atau menyimpan kayu jati dari 

terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman pada hari rabu tanggal 24 
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September 2014 sekira jam 16.00 wib dirumahnya di desa Jatisari 

Kec. Wringin Kab.Bondowoso. Bahwa benar terdakwa telah sepakat 

menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi 

dengan   dokumen   yang   syah   dari   terdakwa II Soardi alias P. Ela 

yang saat itu katanya mempunya barang kayu jati berbagai jenis 

ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan 

kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi 

mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I.   

2. Bahwa benar sekira jam 18.00 wib terdakwa I. keluar rumah untuk 

mengantarkan mebel dan kusen ke daerah jember dan kemudian 

terdakwa I. mendapat telepon dari istri terdakwa I bahwa dirumah 

terdakwa telah digeledah untuk kemudian diamankan barang berupa 

kayu jati yang tanpa dilengkapi surat surat keterangan syahnya hasil 

hutan yang terdakwa I terima dari terdakwa II. Soardi als P. Ela dan 

mengetahui hal tersebut terdakwa memilih tidak kembali ke rumah 

namun melariukan diri ke Bali. Bahwa benar awalnya terdakwa I 

tidak mengetahui kayu jati tersebut namun melihat ciri-cirinya bahwa 

kayu jati tersebut bukan merupakan kayu desa namun merupakan 

kayu hutan yang terdakwa tidak ketahui dari mana. Benar bahwa 

kayu jati kayu jati yang disimpan tersebut tidak dilengkapi dengan 

dokumen surat yang sah dari pejabat yang berwenang.  

3. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 

glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu 

berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan 

sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat 

penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len. 

4. Terdakwa II : Soardi alias P. Ela bin Sudiman menerangkan bahwa 

benar  dirinya telah  membeli kayu jati tanpa dilengkapi surat yang 
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sah kepada saksi Aiz alias P. Wati pada hari Rabu tanggal 24 

September 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah  saksi Aziz di Desa 

Sumbermalang Kec. WringinKab.Bondowoso.  

5. Bahwa benar saat itu sebelumnya ditelpon oleh Aziz menawarkan 

kayu jati karena saksi Aziz mengetahui kalau terdakwa II. Sebagai 

mebel dan tukangkayu. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan 

terdakwa II. Dengan cara membeli kayu hutan berupa jati tanpa 

dilengkapisurat surat dan saat itu Aziz mengatakan bahwa ini adalah 

kayu resmi Perhutani, serta telah dibicarakan dengan petugas lain dan 

mendapat persetujuan / ijin dari mandor tebang lokasi tebangan milik 

Perhutani apabila terjadi sesuatu hal maka Aziz akan bertanggung 

jawab penuh. Bahwa atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II tawar 

menawar dan jadi dengan harga Rp. 8.750.000,- dan kemudian kayu 

jati tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I. Asmianto alias 

P. Len. Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut borongan dengan 

harga Rp.8.750.00,- ditambah dengan ongkos truk Rp.200.000,- 

sehingga total Rp.8.950.000,- 

6. Benar kayu tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan truk 

milik Bu Ana dan di sopiri oleh Topik. Bahwa benar keuangan 

sebesar Rp. 8.750.000,- tersebut diserahkan kepada Aziz dirumahnya 

dan diketahui oleh petugas Perhutani / mandor tebang yang sudah ada 

dirumah Aziz.  
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7. Bahwa benar setelah itu terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman 

pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 16.00 wib 

dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len Desa Jatisari Kec.Wringin 

Kab. Bondowoso. Telah menitipkan atau menyimpan kayu tersebut. 

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan cara terdakwa I. Asmianto 

sepakat menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa 

dilengkapi dengan dokumen yang syah dari terdakwa II Soardi alias 

P. Ela yang saat itu terdakwa II mempunyai barang kayu jati berbagai 

jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto 

menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi 

mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I.  

Asmianto dan tak berselang ebebrapa  lama  sekira jam 16.00 wib 

datang sebuah truk yang mengangkut kayu jati milik terdakwa II. 

Soardi selanjutnya terdakwa I. terima dan dismpan diarea sekitar 

rumah terdakwa I. Asmianto. Bahwa masuk terdakwa membeli kayu 

jati tanpa dilengkapi bersama sama surat sahnya hasil hutan karena 

terdakwa sebagai pedagang kayu / meubel ingin mendapat hasil dari 

hasil penjualan kayu tersebut. 

8. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 

glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu 

berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan 

sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat 
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penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len 

adalah milik terdakwa. 

C. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan 

 Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan adanya hal-

hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan kedua terdakwa, 

yaitu: 

1. Hal yang memberatkan  

a. Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat; 

b. Perbuatan terdakwa merusak kelestarianhutan; 

2. Hal yang meringankan 

a. Para terdakwa belum pernah dihukum; 

b. Para terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui 

perbuatanya.  

c. Para terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan 

mengulangi lagi. 

d. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 

D. Amar Putusan 

 Amar putusan dalam perkara yang dipimpin oleh majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu  Indah Novi Susanti,SH sebagai 

Hakim Ketua, Rudita Setya HERMAWAN,SH.MH dan Subronto,SH.MH 

Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 13 Januari 2016 terhadap 

Terdakwa I: Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm) dan Terdakwa II : 
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Soardi alias P. Ela Bin Sudiman (alm) dalam kasus tindak Pidana 

Penadahan Hasil Hutan adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa I : Asmianto alias P. Len bin Minu dan 

Terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja 

membeli hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan secara 

bersama-sama “ 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : Asmianto alias. P. Len bin 

Minu dan Terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman  oleh karena itu 

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)  tahun  dan 

denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu)bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para 

terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 69 glondong kayu jati berbagai 

ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk 

balok, slimar dan sirap, dirampas untuk Negara, Perum Perhutani KPH 

Bondowoso. 

6. Memerintahkan para  terdakwa  untuk  membayar  biaya perkara  
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO NOMOR : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw 

TENTANG PENADAHAN HASIL HUTAN SECARA BERSAMA-SAMA 

 

A. Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso 

dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw 

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan Pengadilan Negeri paling 

tidak harus berisikan tentang isi dan sistematis keputusan yang meliputi 4 

(empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-

pertimbangan dan amar putusan.1 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 

222/Pid.Sus/2015/PN .Bdw tentang Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan 

yang berupa kayu milik Perhutani  secara bersama-sama oleh Terdakwa I  

Asmianto alias P. Len bin Minu dan Terdakwa II Soardi alias P. Ela bin 

Sudiman, ada beberapa pertimbangan Hakim, yaitu : 

1. Bahwa  perbuatan Terdakwa I  Asmianto alias P. Len bin Minu dan 

Terdakwa II Soardi alias P. Ela Bin Sudiman  memenuhi unsur pada 

pasal  12 huruf m Jo Pasal 87 (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “  setiap orang dilarang :  menerima, 

                                                             
1 Chandra et.al,Modul Mata Kuliah Eksaminasi ,(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Atmaja.2004), 12.   
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menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau 

memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara tidak sah “ dengan unsur delik sebagai 

berikut : 

a. Unsur setiap orang 

 Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subjek 

hokum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan 

saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, surat dan keterangan 

terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam 

perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa 

terdakwa I Asmianto alias P. Len bin Minu dan terdakwa II Soardi 

alias P. Ela bin Sudiman adalah pribadi yang sehat jasmani dan 

rohani serta penyakit atau halangan  yang  merupakan alas an 

pembenar maupun pemaaf hingga terhadap diri terdakwa dapat 

dimintakan pertanggung jawaban atas segala hal yang 

dilakukannya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah 

terpenuhi. 
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b. Unsur dengan sengaja menerima,  membeli,  menjual  , menerima 

tukar , menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan, kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah. 

   Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 

dimuka persidangan dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang 

diajukan dimuka persidangan maka didapat fakta bahwa: 

1) Terdakwa II Soardi telah membeli kayu jati tanpa dilengkapi 

surat yang sah kepada saksi Aziz alias P. Wati pada hari Rabu 

tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi 

Aziz di dusun Tembelang Desa Sumbermalang Kec. Wringin 

Kab.Bondowoso. 

2) Saat sebelumnya ditelefone oleh Aziz menawarkan kayu jati 

karena saksi Aziz mengetahui kalau terdakwa II. Sebagai mebel 

dan tukang kayu. 

3) Benar Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa II. Dengan cara 

membeli kayu hutan berupa jati tanpa dilengkapi surat-surat 

dan saat itu Aziz mengatakan bahwa ini adalah kayu resmi 

perhutani, serta telah dibicarakan dengan petugas lain dan 

mendapat persetujuan/ijin dari mandor tebang lokasi tebangan 

milik perhutani apabila terjadi sesuatu hal maka Aziz akan 

bertanggung jawab penuh. 

4) Atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II tawar menawar dan 

jadi dengan hargaRp. 8.750.000,- dan kemudian kayu jati 
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tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I. Asmianto 

alias P. Len. 

5) Terdakwa membeli kayu jati tersebut borongan dengan harga  

Rp.8.750.00,- ditambah ongkos truk Rp.200.000,- sehingga 

total Rp.8.950.000,- 

6) Benar kayu tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan 

Truk milik Bu Ana dan di Sopiri oleh Topik dan benar keuangan  

sebesar  Rp. 8.750.000,- tersebut diserahkan kepada Aziz di 

rumahnya dan diketahui oleh  mandor  tebang dan P. Dila yang 

sudah ada dirumah Aziz. 

7) Ketika terdakwa II sering masuk lokasi tebangan kayu jati 

untuk melihat dan memilih kayu jati yang akan dibeli dan juga 

ketika kayu  jati sudah berada diatas truk maka kemudian 

terdakwa II naik keatas truk danb melihat kayu tersebut. 

8) Setelah itu terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman pada 

hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 16.00 wib 

dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len desa Jatisari Kec. 

Wringin Kab. Bondowoso. Telah menitipkan atau 

menyimpan kayu tersebut. 

9) Perbuatan tersebut dilakukan cara terdakwa I. Asmianto 

sepakat menyimpan atau menerima  titipan  kayu  hutan  tanpa  

dilengkapi dengan dokumen yang sah dari terdakwa II Soardi 

alias P. Ela yang saat itu terdakwa II mempunya barang kayu 
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jati berbagai jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. 

Asmiamto menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan 

selanjutnya saksi mengatakan agar kayu jati tersebut 

diantarkan kerumah terdakwa I. Asmianto dan tak  berselang  

beberapa  lama  sekira jam 16.00 wib datang sebuah truk yang 

mengangkut kayu jati milik terdakwa  II.  Soardi  selanjutnya 

terdakwa I. terima dan disimpan di area sekitar rumah terdakwa 

I. Asmianto. 

10) Terdakwa II. Soardi alias P. Len membeli kayu jati tanpa 

dilengkapi bersama sama surat sahnya hasil hutan karena 

terdakwa sebagai pedagang kayu / meubel ingin 

mendapathasildari hasil penjualan kayu tersebut dan juga 

terdakwa I. Asmianto mau menerima titipan kayu jati tersebut 

karena terdakwa I. Asmianto pekerjaannya sebagai mebeul dan 

tukang  kayu  maka mau menerima kayu jati tersebut yang 

tanpa dilengkapibersama dengan sahnya hasil hutan karena 

terdakwa I. ingin memperoleh keuntungan dari menjualkan 

kayu jati tersebut baik bentuk glondongan maupun bentuk 

bentuk olahan. 

11)  Kemudian pada hari Jumat tanggal  26  September  2014 sekira 

jam 23.00 wib dilakukan penyitaan atas kayu kayu yang 

disimpan di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len sebanyak 

69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk 
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kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk balok, slimar dan sirap 

kemudian diamankan ke Polres Bondowoso. 

  Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka 

dengan demikian unsur “dengan sengaja menerima, membeli, 

menjual ,menerima tukar , menerima titipan dan/atau memiliki hasil 

hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah” telah terpenuhi dan terbukti. 

2. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 

terdakwa dimuka persidangan dan dikaitkan dengan adanya barang 

bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapat fakta bahwa 

benar setelah terdakwa II Soardi telah membeli kayu jati tanpa 

dilengkapi surat yang sah kepada saksi Aziz alias P. Wati pada hari Rabu 

tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi Aziz 

alias P. Wati di dusun Tembelang Desa Sumbermalang Kec. Wringin 

Kab.Bondowoso, kemudian terdakwa II. Soardi menghubungi terdakwa 

Asmianto alias P. Ela lalu  antara terdakwa I. Asmianto sepakat 

menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi dengan 

dokumen yang sah dari terdakwa II Soardi alias P. Ela yang saat itu 

terdakwa II mempunya barang kayu jati berbagai jenis ukuran 

selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan kayu jati 

tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi mengatakan agar kayu 

jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I. Asmianto dan tak  

berselang  beberapa  lama  sekira jam 16.00 wib datang sebuah truk 
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yang mengangkut kayu jati milik terdakwa  II.  Soardi  selanjutnya 

terdakwa  I.  Asmianto alias  P. Len  menerima kayu jati. 

3. Bahwa hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang 

memberatkan pada terdakwa, yaitu : 

a. Hal yang memberatkan : 

1) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat 

2) Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan 

b. Hal yang meringankan : 

1) Para terdakwa belum pernah dihukum; 

2) Para terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui 

perbuatanya; 

3) Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi lagi 

4) Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 

  Dalam putusan ini, majelis hakim menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa I : Asmianto alias P. Len bin Minu dan Terdakwa 

II Soardi alias P. Ela bin Sudiman  oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 1 (satu)  tahun  dan denda sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 

oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan. 
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  Dan majelis hakim menetapkan barang bukti berupa 69 

glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 

18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, dirampas 

untuk Negara , Perum Perhutani KPH Bondowoso. 

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa 

pendapat yaitu : 

1. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah terurai di atas, 

dan berdasarkan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan, 

perbuatan Terdakwa I  Asmianto Alias P. Len Bin Minu dan Terdakwa 

II Soardi Alias P. Ela Bin Sudiman telah sah menurut hukum terbukti 

melanggar pasal 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam pasal 87 (1) huruf c yang 

berbunyi :  

“menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal 

dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah 

merupakan suatu tindak pidana. Hukuman bagi pelaku tindak 

pidana ini juga sudah sebanding yakni pidana penjara pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 ( dua 

miliar lima ratus juta rupiah)”.2 

2. Dalam keterangan saksi, bahwa benar ketika terdakwa akan membeli 

kayu jati tebangan hasil hutan berbentuk gelondongan dari saksi aziz 

dan P. Dila secara borongan yang pada saat itu saksi aziz mengatakan 

                                                             
2Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Kerusakan Hutan. 
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kepada terdakwa bahwa kayu jati tersebut resmi dari lokasi tebangan 

Perhutani dan kalau terjadi sesuatu saksi Aziz mau bertanggung jawab 

sehingga terdakwa mau membelinya dan terjadilah transaksi.  

3. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mempertimbangkan 

adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa 

sebelum mengambil putusan. Dalam hal ini hakim mempunyai 

perspektif sendiri, namun tetap merujuk kepada dasar hukum peraturan 

yang berlaku meskipun dalam pemberian sanksi denda di bawah 

minimum yang oleh undang-undang batas minimumnya Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun hakim memberikan 

sanksi denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw 

 

1. Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III bahwa 

sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara 

masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi selama para terdakwa 

berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan 

pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. Pidana penjara sebagai pidana 

pokok dan pidana denda sebagai pidana tambahan. 

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan 

tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut  harus 
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memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. 

Syarat-syaratnya adalah :3 

1. Harus ada suatu perbuatan.  

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum.  

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Harus berlawanan dengan hukum. 

5. Harus tersedia ancaman hukumannya. 

 

Dalam kata lain, perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai 

jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam 

hukum pidana islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :4 

1. Al-rukn al-syar’i (unsur formil) 

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat 

dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash 

atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan 

sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas 

legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara 

pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya 

terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana islam, 

seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika 

                                                             
3R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 159-160. 
4Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2 (Beirut: Mu’assasah Al-

Risalah.1992), 793-817. 
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sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah 

tersebut dalam Alquran dan Hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah 

dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra’ ayat 15: 

اَ يَهۡ مَّنِ ٱه ۖسِهِ ۡ تَدِي لنَِفۡ تَدَىٰ فإَِنََّّ اَ  ۦ وَلََۖتزَِرُۖوَازرَِةٞۖۖۡ هَاۡ يَضِلُّ عَلَي وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ
بِيَن حَتََّّٰ نَبمۖوَمَا كُنَّا ۡ رَىٰ ۖۡ رأَُخوزِۖ  عَذِ   ١٥ۖۖاۡ عَثَ رَسُولۡ ُُ

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 

(Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk 

(keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat 

maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 

sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 

mengutus seorang Rasul. 

2. Al-rukn al-madi (unsur materil) 

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, 

seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti 

melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan 

jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah. 

3. Al-rukn al-adabi (unsur moril) 

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak 

pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawaban 

pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak 

dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman. Jadi pelaku adalah 

seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban 

terhadap jarimah yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh orang yang telah mukalaf. Secara garis besar, mukalaf 
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adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung 

jawab hukum. 

 Dalam kasus ini, jika dianalisis dalam perspektif Hukum Pidana 

Islam, menurut penulis sanksi yang tepat bagi Terdakwa I  Asmianto Alias 

P. Len Bin Minu dan Terdakwa II Soardi Alias P. Ela Bin Sudiman telah 

sah menurut hukum terbukti melanggar pasal 13 tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam pasal 87 (1) huruf 

c  adalah takzir karena jarimah yang dilakukan oleh para terdakwa dengan 

menadah hasil hutan berupa kayu dimana kayu tersebut milik perhutani 

yang diambil secara ilegal. Perbuatan terdakwa I dan II yang bersedia 

menadah barang hasil hutan curian atau ilegal ini secara tegas dan jelas 

belum diatur dalam Alquran atau Hadis. 

Menurut Imam Al-Mawardi, takzir adalah hukuman bagi tindak 

pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat 

mendidik.5 Namun demikian, jenis dan jumlah hukuman serta 

penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri, dalam hal ini adalah hakim. 

Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi 

kembali perbuatannya dan membuat bersangkutan menjadi jera.6 

  Adapun dalil yang memperkuat dalam tindak pidana penadahan 

yang termasuk dalam jarimah takzir adalah : 

“Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi 

SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. 

                                                             
5 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 
6Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung CV. Pustaka Setia 2000), 140. 
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(Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan 

baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)” 

Selain itu, dalam hukum pidana Islam, terdapat kaidah tentang 

hukuman ta’zir, yaitu : 

يَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةْ  الَت َّعْزيِْ رُ   

       Artinya : hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatannya.7 

Dikarenakan dalam jarimah takzir tersebut terdapat hukuman yang 

sesuai dengan kejahatan penadahan yaitu hukuman penjara, ada dua macam 

untuk istilah hukuman penjara, yakni al-habsu dan al-sijnu yang mana 

keduanya memiliki makna al-man’u yaitu mencegah (menahan). Hukuman 

penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman 

tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak 

membawa dampak jera bagi terhukum.8 

Dalam hal ini, hukuman penjara yang diberikan oleh hakim kepada 

masing-masing terdakwa merupakan takzir dalam konteks hukuman 

pokok, sedangkan sanksi denda yang diberikan kepada masing-masing 

terdakwa merupakan takzir dalam konteks hukuman tambahan. Kedua 

jenis hukuman tersebut diharapkan membawa dampak yang baik bagi 

                                                             
7 Jaih Mubarok dan Enceng Arif faizal,  Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum pidana Islam, 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49. 
8Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252. 
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terdakwa yaitu kejeraan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi 

kejahatan tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Dari analisis penulis pada bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri 

Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/P.N Bdw tentang tindak pidana penadahan 

hasil hutan secara bersama-sama yaitu hakim menghukum kepada masing-masing 

terdakwa I dan II dengan pidana penjara dan denda mengingat hal memberatkan 

yaitu kerugian yang sangat besar bagi negara atas hasil hutan berupa kayu yang 

telah ditadah, disimpan, dan dimiliki secara tidak sah. Hakim menghukum kedua 

terdakwa dengan mengedepankam asas kepastian hukum yaitu pasal 12 huruf m Jo 

Pasal 87 (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

pemberantasan kerusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun dalam 

praktik pemberian sanksi denda, hakim memberikan denda dibawah minimum dari 

ketentuan undang-undang tersebut. 

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pendahan 

terhadap hasil hutan secara bersama-sama, Tindak Pidana Penadahan hasil hutan 

yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II termasuk kejahatan karena melanggar hak 

Allah. Majelis hakim memberikan jenis sanksi berupa takzir, dikarenakan tindak 

pidana penadahan hasil hutan sendiri merupakan jarimah yang tidak diatur secara 

tegas dalam Alquran dan Hadis. Majelis hakim telah menerapkan hukuman takzir 

kepada masing-masing terdakwa I dan II berupa penjara satu tahun dan denda yaitu 

500.000,. (lima ratus ribu rupiah).  
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B. Saran 

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah 

lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih 

kritis, jeli dan bijaksana dalam mempertimbangkan hukuman, sehingga hukuman 

yang diberikan benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun 

kuratif bagi terdakwa. 

2. Untuk masyarakat luas agar turut menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan 

hutan, untuk para penebang liar dan penadah hasil hutan agar segera berhenti dan 

mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah mencuri hasil hutan negara 

secara ilegal, menyimpan dan menjual untuk kepentingan pribadi. 
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